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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Pemenuhan Hak Konstitusional atas Kebebasan Berekspresi di Indonesia 

adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berekspresi, 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan 

Undang-Undang Nomor 2005 tentang Persetujuan ICCPR No.12 

2. Hak atas kebebasan berekspresi di Indonesia  belum dijamin secara hukum  

sesuai dengan Dokumen Hak Asasi Manusia UU No. 39 Tahun 1999. Hal 

ini sering dilihat oleh banyak aktivis mahasiswa dan masyarakat umum. 

Setelah menyatakan pendapat yang bertentangan dengan kepentingan 

penegak hukum dan aparat pemerintah, dibuka untuk umum dengan  

diteror, ditangkap dan ditahan sewenang-wenang oleh Polri. 

B. Saran  

Saran penulis berdasarkan hasil analisis  di atas adalah sebagai berikut: 

1. Ke depan, pemerintah perlu lebih memperhatikan baik peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan nilai hak asasi manusia, 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954 dan segala 

peraturan perundang-undangan yang bersumber darinya. Dibentuk dan 

mencapai kesepakatan. 

2. Ke depan, pemerintah melalui Polri dan TNI harus mengedepankan 

prinsip hukum dan hak asasi manusia, menyikapi isu kebebasan 

berpikir dan berekspresi secara terbuka, dan benar-benar mendukung 
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kebebasan berekspresi seluruh warga negara. Karena bagi negara yang 

sedang berkembang itu sendiri, kebebasan berpendapat  yang sedang 

berkembang saat ini  sangat diperlukan agar negara tersebut terus 

berkembang menjadi negara yang lebih maju dan demokratis. 

Perwujudan hak atas kebebasan berekspresi dapat memfasilitasi upaya 

pembentukan kehidupan berbangsa yang sesuai dengan kewajiban 

konstitusional, dan Negara juga harus berusaha memberikan ruang 

yang seluas-luasnya kepada Komnas HAM. Komnas HAM Korea akan 

menjalankan misinya secara profesional untuk menyelesaikan 

permasalahan HAM yang muncul di Indonesia, baik  pelanggaran 

HAM ringan maupun berat. 
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